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BAB II 

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

2.1.1. Definisi Akuntabilitas  

Akuntabilitas publik adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh 

pihak yang diberikan amanah (agent) kepada pihak pemberi amanah (principal) 

yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018). 

Kewajiban agent meliputi memberikan pertanggungjawaban, menyajikan 

informasi, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal). Dalam 

konteks pemerintahan, akuntabilitas publik berarti memberikan informasi dan 

pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja pemerintah sebagai pengelola 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. 

2.1.2. Prinsip Akuntabilitas 

Berdasarkan Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan (2000) sektor pemerintahan dalam pelaksanaan 

pengelolaan akuntabilitas wajib memperhatikan beberapa prinsip berikut:  

1. Berkonsentrasi pada pencapaian tujuan dan visi, serta hasil dan 

keuntungan yang diperoleh.  

2. Menaati nilai-nilai yang ada, yaitu inovasi, transparansi, kejujuran, dan 

objektivitas, melalui pembaharuan prosedur, pembuatan laporan 

akuntabilitas, dan pengukuran kinerja. 

3. Memiliki sistem yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang 

berlaku dan memastikan penggunaan sumber daya yang konsisten.  

4. Pemimpin dan setiap pekerja memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan akses ke informasi tentang sasaran dan tujuan yang telah 

tercapai dan dapat ditingkatkan.  

5. Setiap pekerja dan pimpinan memiliki kesempatan untuk berkomitmen 

pada manajemen organisasi berdasarkan prinsip-prinsip yang 

bertanggung jawab. 
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2.1.3. Jenis Akuntabilitas 

Terdapat dua jenis akuntabilitas menurut publik Mardiasmo (2018):  

1. Vertical Accountability atau Akuntabilitas Vertikal, yaitu mengacu 

pada pengembangan kinerja atau hasil kegiatan yang dilakukan 

langsung pada pimpinan tingkat atas mereka secara teratur terorganisir 

oleh seseorang atau tim sekelompok di setiap organisasi publik yang 

bertanggung jawab. 

2. Horizontal Accountability atau Akuntabilitas Horizontal, setiap semua 

tugas diterima dan dilaksanakan dengan baik untuk selanjutnya 

disampaikan pada pihak yang lebih luas yaitu pihak eksternal dan 

lingkungannya oleh suatu komunitas yang bertanggung jawab. 

2.1.4. Pengelolaan Keuangan Dana Desa 

Definisi Keuangan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

adalah semua aspek finansial yang terkait dengan desa, termasuk hak dan 

kewajiban yang dapat dinilai dalam bentuk uang, serta segala hal yang berkaitan 

dengan penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Bab 

I Pasal 6 menetapkan prosedur pengelolaan keuangan desa, yang mencakup 

seluruh urutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

dan pelaporan. 

2.1.5. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Dana Desa 

Suatu pemikiran dan pendapat yang dijadikan sebuah dasar yang 

mencerminkan prinsip dasar dalam setiap tindakan disebut dengan asas (KBBI). 

Beberapa asas diatur untuk pengelolaan dana desa tercantum dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2, 

yaitu:  

1. Transparansi berarti semua informasi tentang pengelolaan keuangan 

desa dapat diketahui dan dipantau selama kegiatan.  

2. Akuntabel berarti setiap tindakan atau kinerja dapat dimintai 

keterangan dan dijelaskan pertanggungjawabannya berdasarkan 

Undang-Undang yang ditetapkan untuk masyarakat umum.  
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3. Partisipatif berarti setiap anggota masyarakat dan perwakilan desa ikut 

serta dalam menyuarakan aspirasi mereka, baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  

4. Keteraturan dan ketepatan anggaran, yang berarti anggaran harus 

disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan desa dan dicatat 

bagaimana anggaran digunakan. 

2.1.6. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ada 5 indikator untuk 

mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan; dan 

5. Pertanggungjawaban 

2.2. Sistem Pengendalian Internal 

2.2.1. Definisi Sistem Pengendalian Internal 

Suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan dan semua karyawannya 

secara menyeluruh dalam berbagai tindakan dan aktivitas secara berkelanjutan 

untuk mencapai tujuan organisasi dan memperoleh kepercayaan yang memadai 

dengan mematuhi peraturan, menjaga aset negara, dan membuat laporan 

keuangan yang akurat merupakan pengertian dari Sistem Pengendalian Internal 

(SPI) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

60 Tahun 2008. Pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam lingkungan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara penuh 

merupakan pengertian dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). 

Bagian dari struktur organisasi, teknik, dan ukuran yang saling bersinergi 

dan diatur secara bersamaan untuk mendorongnya, mematuhi kebijakan 

manajemen, menjaga kekayaan organisasi, dan memastikan keandalan dan 

ketelitian data akuntansi, hal ini disebut dengan sistem pengendalian internal 

(Mulyadi, 2016). Pengendalian internal, menurut pemahaman sebelumnya, 

mencakup hal-hal seperti pembagian tugas yang diatur melalui struktur 
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organisasi sehingga setiap anggota staf tahu siapa yang memiliki tanggung jawab 

dan wewenang. Selain itu, pengendalian internal juga memastikan bahwa setiap 

pekerja memiliki alat untuk menilai kinerja mereka sendiri, yang diatur oleh 

prosedur untuk setiap kegiatan di berbagai tingkatan dan rencana organisasi. 

(Krismiaji, 2015). 

2.2.2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2016), tujuan utama sistem pengendalian internal 

adalah sebagai berikut:  

1. Memaksimalkan jalan menuju efisiensi. 

2. Menjaga pengelolaan kekayaan organisasi.  

3. Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. 

4. Memeriksa keandalan dan ketelitian data akuntansi.  

Beberapa tujuan pengendalian internal, menurut Baridwan (2010), adalah 

sebagai berikut:  

1. Menciptakan mekanisme pengawasan untuk mencegah dan 

mendeteksi kecurangan. 

2. Memastikan bahwa data akuntansi akurat dan ketelitian.  

3. Mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan 

operasional.  

4. Membantu menjaga agar kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

tidak menyimpang dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

2.2.3. Komponen Sistem Pengendalian Internal 

Terdapat lima komponen dari sistem pengendalian internal seperti yang 

dijelaskan oleh Arens dkk., (2008). Baik organisasi privat maupun publik, 

elemen-elemen ini dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi, terlepas dari 

apakah mereka berfokus pada keuntungan atau tidak. Lingkungan pengendalian, 

evaluasi risiko, kegiatan pengendalian, kegiatan informasi dan komunikasi, dan 

pengawasan adalah bagian dari komponen ini. Tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 
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Pengendalian Internal, berikut merupakan penjelasan dari lima unsur yang 

terdapat dalam sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu:. 

1. Lingkungan pengendalian adalah situasi di sebuah organisasi yang 

dapat memberi tahu semua karyawan tentang pentingnya mengawasi 

suatu organisasi saat melakukan tugasnya.  

2. Penilaian risiko adalah kegiatan yang menilai kemungkinan terjadi 

kondisi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.  

3. Kegiatan pengendalian mencakup tindakan yang diperlukan untuk 

mengatasi risiko dan menerapkan dan menerapkan kebijakan.  

4. Informasi dan komunikasi: keduanya mencakup data yang telah 

diproses menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab 

instansi pemerintah. Sementara itu, komunikasi menggunakan simbol 

atau lambang tertentu untuk mengkomunikasikan pesan dan informasi 

secara langsung maupun tidak langsung. 

5. Pemantauan adalah proses untuk mengevaluasi kinerja sistem 

pengendalian internal dan prosedur yang memberikan kepercayaan 

bahwa hasil audit dan evaluasi lainnya akan segera ditindaklanjuti. 

2.2.4. Indikator Sistem Pengendalian Internal 

Sejauh mana sistem pengendalian internal berhasil memberikan pengaruh 

dapat diukur menggunakan beberapa acuan sebagai berikut yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 berupa 

indikator indikator penilaian: 

1. Lingkungan Pengendalian  

Beberapa indikator berikut dapat digunakan untuk mengukur seberapa 

efektif lingkungan pengendalian:  

a. Organisasi memulai proses pembentukan dengan menyusun 

struktur organisasi dan menerapkan detail tanggung jawabnya 

secara efektif dan efisien. 

b. Sumber daya manusia adalah bagian penting dari tujuan organisasi, 

sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien.  
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c. Kebijakan untuk menjadi landasan untuk melakukan kegiatan 

sebagai penyelenggara dengan adanya ketentuan hukum.  

d. Prosedur adalah kumpulan aktivitas yang dilakukan dan 

ditunjukkan dengan aturan dan peralatan tertentu supaya tujuan 

dapat dicapai sesuai dengan kebijakan pimpinan.  

2. Penilaian Risiko  

Tingkat efektivitas sebuah organisasi dapat diukur dengan 

menggunakan metrik berikut untuk mengidentifikasi dan mengatasi 

segala risiko yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi:  

a. Identifikasi Risiko melibatkan identifikasi langkah-langkah dalam 

proses operasi dengan menetapkan poin penting dan menciptakan 

susunan risiko yang mungkin;  

b. Penanganan Risiko adalah langkah-langkah yang akan diambil 

untuk mengatasi risiko yang sudah diidentifikasi dengan tujuan 

menghilangkan dasar dari risiko tersebut. 

3. Pengendalian  

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

seberapa efektif operasi pengendalian:  

a. Review Kinerja memverifikasi bahwa semua karyawan mematuhi 

kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dan bahwa 

penyimpangan dapat diidentifikasi dan dicegah.  

b. Pemisahan Fungsi adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan 

mekanisme yang membantu manajemen mencapai tujuan mereka. 

4. Informasi dan Komunikasi  

Untuk mengukur efektivitas informasi dan komunikasi, beberapa 

indikator berikut dapat digunakan:  

a. Pencatatan bertujuan memastikan bahwa proses pengolahan data 

menghasilkan keluaran yang bebas dari kesalahan dan kekeliruan 

yang signifikan. 
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b. Pelaporan adalah serangkaian proses, mekanisme, teknik, dan 

kebijakan yang digunakan manajemen untuk mengarahkan 

pencapaian tujuan. 

5. Pelaporan Pemantauan dan Pengendalian Internal 

Dalam pengukuran seberapa efektif pemantauan dan pengendalian 

internal dijalankan, beberapa indikator berikut dapat digunakan, yaitu:  

a. Pemantauan yang berlangsung secara terus menerus adalah 

evaluasi kualitas kinerja sisteim peingeindalian inteirnal yang 

teirinteigrasi dalam aktivitas instansi peimeirintah.  

b. Eivaluasi teirpisah meilibatkan meimbandingkan hasil atau preistasi 

suatu keigiatan meinggunakan keiteitapan norma, reincana, atau 

standar seirta meingideintifikasi faktor-faktor yang meimpeingaruhi 

beirhasil tidaknya suatu keigiatan untuk meincapai tujuan.  

c. Tindak lanjut teirhadap saran hasil audit teirmasuk peinyeileisaian 

saran hasil audit seirta tinjauan tambahan seisuai deingan keiteintuan 

yang beirlaku. 

2.3. Partisipasi Masyarakat 

2.3.1. Definisi Partisipasi Masyarakat 

Meinurut Isbandi (2007):  

“Partisipasi masyarakat beirarti bahwa anggota masyarakat ikut seirta dalam 

proseis meingideintifikasi masalah dan keimungkinan solusinya, meilakukan 

upaya untuk meingatasi masalah, meimilih dan meimbuat keiputusan teintang 

solusi alteirnatif untuk meinangani masalah, dan meinilai peirubahan yang 

teirjadi.” 

Meinurut Lomboh (2015) Untuk keisukseisan peimbangunan deisa meinuju kei 

arah yang leibih baik, peiran masyarakat sangat peinting. Masyarakat dapat 

beirpeiran dalam meimbeirikan arah dan meimimpin peimbangunan deisa seihingga 

meireika dapat meimbimbing dan meingeimbangkan masyarakat untuk 

peirtumbuhan eikonomi deisa. Untuk meinjamin hak masyarakat, peimbangunan 

deisa sangat peinting. 

Oleih kareina itu, partisipasi masyarakat juga dapat diartikan seibagai 

keipeidulian masyarakat teirhadap masalah yang ada di lingkungan peimeirintah 
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deisa agar dapat meinyeileisaikannya meilalui masukan, saran, dan peindapat 

masyarakat untuk meinuju peirbaikan yang leibih baik.  

2.3.2. Faktor Partisipasi Masyarakat 

Meinurut Suroso, dkk. (2014) teirdapat dua faktor yaitu faktor inteirnal dan 

faktor eiksteirnal yang dapat meimpeingaruhi masyarakat yaitu seibagai beirikut: 

1. Faktor inteirnal yang teirdiri dari: 

a. Usia 

b. Tingkat peindidikan 

c. Tingkat peinghasilan peinduduk 

d. Lama tinggal 

e. Jeinis peikeirjaan 

2. Faktor eiksteirnal yang teirdiri dari: 

a. Keipeimimpinan 

b. Komunikasi 

2.3.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat 

Meinurut Ndraha (1990) beintuk partisipasi masyarakat teirdapat dalam 

einam beintuk, antara lain:  

1. Turut seirta dalam peilaksanaan opeirasional peimbangunan.  

2. Turut seirta dalam peingambilan keiputusan dan reincana peimbangunan  

3. Turut seirta pada peimeiliharaan, peineirimaan, dan peingeimbangan hasil  

4. Turut seirta meingikuti dalam bagian meimpeirhatikan dan meinanggapi 

suatu informasi.  

5. Meingeitahui seibeirapa jauh partisipasi masyarakat dalam eivaluasi, 

peingeimbangan, dan peireincanaan agar nantinya hasil yang dipeiroleih 

dapat meimeinuhi keibutuhan seimua masyarakat 

2.3.4. Tingkatan Dalam Partisipasi Masyarakat 

Beirdasarkan peimahaman Gabeir (2019) dalam keigiatan peimbangunan, 

peimeirintah sudah meireincanakan dan meilaksanakan tingkat partisipasi 

masyarakat yang dapat teirbagi meinjadi deilapan tingkatan, seibagai beirikut: 

1. Peingawasan Masyarakat (Citizein Control)  
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Pada tingkatan ini, masyarakat dapat beirpartisipasi dalam peingambilan 

keiputusan dan meimiliki keimampuan untuk meingeivaluasi reincana 

leimbaga seisuai deingan keipeintingannya. 

2. Peilimpahan Keikuasaan (Deileigateid Poweir)  

Pada tingkatan ini, masyarakat meimiliki hak untuk meimilih reincana 

peimbangunan apa yang akan meireika sukai. Peimeirintah meincapai 

keiseipakatan untuk meinyeileisaikan masalah tanpa meineikan 

masyarakat. 

3. Keimitraan (Partneirship)  

Pada tingkatan ini, masyarakat meimiliki hak uintuik beirbicara deingan 

peimeigang hak. Seicara beirsamaan, peimeirintah dan masyarakat 

beirtangguing jawab uintu ik peingambilan keipuituisan, proseis 

peireincanaan, peingambilan keibijakan, dan peinyeileisaian masalah 

meilaluii leimbaga peimeirintah. 

4. Peiruijuikan (Placation)  

Pada tingkat ini, reincana peimeirintah yang beirhasil meilibatkan 

masyarakat uintuik beirpartisipasi seibagai anggota komitei, seibuiah badan 

keirja sama yang teirdiri dari wakil dari beirbagai organisasi yang 

meimiliki akseis kei peingambilan keipuituisan. 

5. Konsuiltasi (Consuiltation)  

Pada tingkatan ini, peimeirintah meimbeiri masyarakat informasi dan 

meiminta peindapat puiblik uintuik dipeirtimbangkan saat meimbuiat 

keipuituisan. Salah satui beintuiknya adalah meilaluii muisyawarah deisa dan 

eivaluiasi keirangka beirpikir masyarakat. 

6. Peimbeirian Informasi (Informing)  

Pada tingkat ini, peimeirintah meimuilai keiteirlibatan masyarakat deingan 

meimbeirikan informasi teintang hak dan keiwajiban masyarakat dan 

meimbeiri meireika keiseimpatan uintuik meimilih seisuiai keibuituihan meireika. 

Ini dilakuikan seibagai uipaya uintuik meinyuisuin reincana tanpa meiminta 

peindapat masyarakat, seihingga meimiliki keiseimpatan uintuik 

meimeingaruihi reincana peimbanguinan. 
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7. Teirapi (Theirapy)  

Pada tingkat ini, peimeirintah ingin meinguibah cara orang beirpikir, 

seipeirti meinjalani peimuilihan pasiein dan meinangani masalah psikologis 

masyarakat, seihingga peinyeimbuihan yang dilakuikan peimeirintah dapat 

diguinakan uintuik meinyeimbuihkan dan meingobati peinyakit masyarakat. 

8. Manipuilasi (Manipuilation)  

Uintuik meinduikuing reincana peimbanguinan dan meimbanguin panitia, 

tingkat ini adalah tingkat yang paling reindah. Ini meimuingkinkan 

peimeirintah uintuik meimanipuilasi masyarakat agar nantinya meireika 

beinar-beinar meimbuituihkan reincana teirseibuit, seihingga keiadaan yang 

baik tidak akan teirjadi ataui teircapai. 

2.3.5. Indikator Partisipasi Masyarakat 

Meinuiruit Heilleir dan Keinneith (1984) dalam Suijarweini (2015) partisipasi 

masyarakat dapat dibagi meinjadi 3 indikator, antara lain:  

1. Peingambilan keipuituisan  

Peingambilan keipuituisan beirarti ikuit seirta dalam proseis peireincanaan 

dan peingambilan keipuituisan peimeirintah deisa. 

2. Peinyuisuinan anggaran  

Peinyuisuinan anggaran beirarti meimbeiri masuikan ataui reikomeindasi 

teintang peireincanaan anggaran dan beirpartisipasi seicara aktif dalam 

diskuisi dan peirseituijuian anggaran. 

3. Peilaksanaan anggaran  

Peilaksanaan anggaran beirarti keiteirlibatan masyarakat deisa dalam 

peingawasan dan laporan anggaran deisa, meimbeirikan peinghargaan dan 

peinilaian atas peilaksanaan anggaran. 

2.4. Kompetensi Pemerintah Desa 

2.4.1. Definisi Kompetensi Pemerintah Desa 

Peingartian dari kompeiteinsi meinuiruit Rivai (2010) adalah seibagai 

keimampuian seiseiorang yang meincakuip peirspeiktif, peingeitahuian, dan 

keiteirampilan yang dapat diamati saat meilakuikan tuigas deingan cara yang seisuiai 

deingan tuiju ian yang diinginkan. Keimampuian uintuik meingatasi situiasi dalam 
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lingkuingan keirja diseibuit seibagai kompeiteinsi oleih Juilianto & Deiwi (2019). Jika 

seiseiorang dapat meinangkap konteiks, meimahami maknanya, dan bahkan 

meingonveirsikan data yang suidah ada deingan peirspeiktif barui, hal ini 

dideifinisikan seibagai seibuiah peimahaman Suidaryono (2012).  

Beirdasarkan peinjabaran seibeilu imnya, kompeiteinsi dapat dideifinisikan 

seibagai keimampuian, keiteirampilan, dan sikap yang meimahami dan dapat 

meinyuilihkan inti dari keigiatan yang dilakuikan. Keimampuian uintuik beiradaptasi 

deingan lingkuingan keirja uintuik meincapai tuijuian dan tuijuian peikeirjaan teirmasuik 

dalam kompeiteinsi ini. Oleih kareina itui, jika keipala deisa dan peirangkatnya 

meimiliki kompeiteinsi yang baik, meireika juiga akan dapat beirtangguing jawab atas 

hasil peinyeileinggaraan peimeirintahan meireika di tingkat peimeirintah deisa. 

2.4.2. Tipe Kompetensi Pemerintah Desa 

Teirdapat beibeirapa hal teirkait deingan tipei mauipuin jeinis dari kompeiteinsi 

itui seindiri beirdasarkan Uindang-Uindang Reipuiblik Indoneisia Nomor 5 Tahuin 

2014 Teintang Aparatuir Sipil Neigara Pasal 69 Ayat 1, antara lain adalah seibagai 

beirikuit:  

1. Kompeiteinsi teiknis yang dinilai beirdasarkan tingkat peindidikan dan 

peindidikan speisialis, peingalaman keirja, peilatihan fuingsi teiknis, dan 

teiknologi. 

2. Kompeiteinsi sosial buidaya yang diuikuir beirdasarkan peingalaman keirja 

masyarakat deingan beirbagai buidaya, suikui, dan agama seirta peirspeiktif 

keiwarganeigaraan.  

3. Kompeiteinsi manajeirial yang dieivaluiasi beirdasarkan peingalaman atau i 

jeinjang peilatihan manajeimein peindidikan dan keipeimimpinan.  

2.4.3. Indikator Kompetensi Pemerintah Desa 

Teirdapat beibeirapa indikator yang dapat meimeingaruihi kompeiteinsi 

peirangkat deisa teirhadap akuintabilitas peingeilolaan dana deisa. Peiratuiran Keipala 

Badan Keipeigawaian Neigara Nomor 22 Tahuin 2011 meinyatakan bahwa 

kompeiteinsi suimbeir daya manuisia meincakuip dimeinsi: 

1. Peingeitahuian (Knowleidgei) yang meincakuip ilmui akuintansi keiuiangan 

dan ilmui yang beirsangkuitan lainnya, peingeitahuian teintang organisasi 
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dan bisnis, peingeitahuian teintang teiknologi informasi, dan peingeitahuian 

teintang peingorganisasian. Peingeitahuian yang reileivan deingan 

peikeirjaan meilipuiti:  

a. Meimahami dan meingeitahuii teintang masing-masing bidang. 

b. Meingeitahuii teintang peiratuiran, proseiduir, dan meitodei barui di 

instituisi peimeirintahan.  

2. Keiteirampilan (Skill) meincakuip keiteirampilan inteileiktuial, keiteirampilan 

intrapeirsonal, keiteirampilan komuinikasi, dan keiteirampilan teiknis dan 

fuingsional. Beibeirapa keiteirampilan yang dimiliki individui ini teirmasuik 

beibeirapa hal beirikuit:  

a. Keimampuian yang baik u intuik beirkomuinikasi seicara tuilisan. 

b. Keimampuian uintuik beirkomuinikasi seicara lisan seicara jeilas.  

3. Sikap (Attituidei) adalah komitmein dan seinsitivitas teirhadap tangguing 

jawab sosial, beirtangguingjawab, dapat diandalkan, teiruis beilajar, dan 

teipat waktui. Attituidei ini dapat meincakuip beibeirapa hal beirikuit:  

a. Keimampuian uintuik beirkomuinikasi seicara kreiatif saat beikeirja. 

b. Seimangat keirja yang tinggi. 

2.5. Kerangka Konseptual 

2.5.1. Teori Agensi 

Meinuiruit Suipriyono, (2018) Konseip teiori keiageinan (Ageincy Theiory) yaitui 

huibuingan kontraktuial antara prinsipal dan agein. Huibuingan ini dilakuikan uintuik 

suiatui jasa di mana princial meimbeiri weiweinang keipada agein meingeinai 

peimbuiatan keipuituisan yang teirbaik bagi principal deingan meinguitamakan 

keipeintingan dalam meingoptimalkan laba peiruisahaan seihingga meiminimalisir 

beiban teirmasuik beiban pajak deingan meilakuikan peinghindaran pajak  

Teiori Keiageinan meinuiruit Ramadona (2016) adalah teiori yang 

beirhuibuingan deingan peirjanjian antar anggota di peiruisahaan. Teiori ini 

meineirangkan teintang peimantauian beirmacam-macam jeinis biaya dan 

meimaksakan huibuingan antara keilompok teirseibuit. Huibuingan keiageinan 

meiruipakan suiatui kontrak di mana satu i ataui leibih orang (prinsipal) meimeirintah 

orang lain (agein) uintuik meilakuikan jasa atas nama prinsipal seirta meimbeiri 

weiweinang keipada agein meimbuiat keipuituisan yang teirbaik bagi prisipal. Jika 
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prinsipal dan agein meimiliki tuijuian yang sama maka agein akan meinduikuing dan 

meilaksanakan seimuia yang dipeirintahkan oleih prinsipal. 

Peirteintangan teirjadi apabila agein tidak meinjalankan peirintah prinsipal 

uintuik keipeintingannya seindiri. Dalam peineilitian ini, peimeirintah adalah prinsipal 

seidangkan peimeirintah deisa adalah agein. Peimeirintah yang beirtindak seibagai 

prinsipal meimeirintahkan keipada peimeirintah deisa uintuik meingeilola dana deisa 

deingan baik.  

2.5.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

Akuintabilitas dalam peingeilolaan keiuiangan deisa meimbuituihkan 

peingawasan. Peimeirintah deisa dapat meincapai tuijuian deingan leibih baik deingan 

meingguinakan sisteim peingeindalian inteirnal. Peirlinduingan aseit deisa, keiandalan 

peilaporan dana deisa, dan keipatuihan teirhadap peiratuiran peiruindang-uindangan 

yang beirlaku i akan dicapai meilaluii peineirapan sisteim peingeindalian inteirnal yang 

eifeiktif. Pada akhirnya, akuintabilitas dalam peingeilolaan keiuiangan deisa dapat 

dicapai, dan peimeirintah deisa meimbantui deingan meinciptakan lingkuingan 

deingan sisteim peingeindalian inteirnal yang baik adalah salah satu i faktor peinting 

dalam keibeirhasilan akuintabilitas dana deisa. 

2.5.3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

Partisipasi masyarakat meiruipakan cara uintuik meindapatkan informasi 

meingeinai keibuituihan, kondisi, dan sikap masyarakat seiteimpat. Meinuiruit Isbandi 

(2007):  

“Partisipasi masyarakat beirarti bahwa anggota masyarakat ikuit seirta dalam 

proseis meingideintifikasi masalah dan keimuingkinan soluisinya, meilakuikan 

uipaya uintuik meingatasi masalah, meimilih dan meimbuiat keipuituisan teintang 

soluisi alteirnatif uintuik meinangani masalah, dan meinilai peiruibahan yang 

teirjadi.” 

Uintuik meindorong peimbeirdayaan, peimeirintah deisa haruis meindorong 

masyarakat uintuik beirgabuing dalam peimbanguinan deisa dan meimbeiri meireika 

keiseimpatan uintuik beikeirja sama dalam peingeimbangan, peilaksanaan, dan 

peingawasan peingeilolaan anggaran pada tingkat deisa. Uintuik meimastikan bahwa 
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dana yang dialokasikan oleih peimeirintah puisat diguinakan seicara eifeiktif uintuik 

peimbanguinan deisa, peingeilolaan dana deisa haruis jeilas bagi masyarakat uimuim. 

Akuintabilitas peingeilolaan dana deisa dapat dicapai jika masyarakat dapat 

beirpartisipasi dalam peinyampaian seiluiruih ideinya dan iku it seirta dalam 

manajeimein dana deisa. Oleih kareina itui, Peirmeindagri Nomor 113 Tahuin 2014 

meineitapkan bahwa, seilain meimatu ihi prinsip akuintabilitas, transparansi, 

partisipasi, dan disiplin anggaran, masyarakat haruis teirlibat dalam peingeilolaan 

dana deisa. 

2.5.4. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

Keimampuian seiseiorang yang dapat diamati, teirmasuik peingeitahuian, 

keiteirampilan, dan sikap, uintuik meinyeileisaikan tuigas deingan baik dan seisuiai 

deingan tuijuian yang diteitapkan diseibu it kompeiteinsi (Rivai, 2011). Kompeiteinsi 

peirangkat deisa adalah salah satui dari banyak variabeil yang dapat meimpeingaruihi 

akuintabilitas peingeilolaan dana deisa. Jika kompeiteinsi peirangkat deisa reindah, 

peingeilolaan dana deisa yang akuintabeil dapat teirhambat. 

Uintuik meiningkatkan dan meimpeirtangguingjawabkan akuintabilitas 

peingeilolaan dana deisa, kompeiteinsi yang dimiliki oleih aparat deisa sangat 

peinting. Ini kareina kuirangnya kompeiteinsi aparat deisa, seirta eivaluiasi dan 

peingawasan yang tidak eifeiktif, dapat meinyeibabkan keitidakcocokan pada 

peingeilolaan dana deisa, yang akhirnya meimbuiatnya tidak seisuiai deingan 

tangguing jawabnya. 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Peineilitian yang meinguiji teintang akuintabilitas peingeilolaan dana deisa suidah 

cuikuip banyak dilakuikan. Dalam peinyuisu inan peineilitian ini, peineiliti meimilih lima 

peineilitian teirdahuilui uintuik dijadikan seibagai reifeireinsi peineilitian. Ada eimpat 

variabeil deipeindein peineilitian teirdahuilui yang meimbahas akuintabilitas peingeilolaan 

dana deisa, seidangkan satui variabeil deipeindein dari peineilitian teirdahuilui meimbahas 

eifeiktivitas peingeilolaan dana deisa. Pada peineilitian teirdahuilui, teirdapat beirbagai 

faktor yang dijadikan seibagai variabeil indeipeindein, muilai dari kompeiteinsi 

peimeirintah deisa, sisteim peingeindalian inteirnal, akseisibilitas laporan keiuiangan, 
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sisteim keiuiangan deisa, partisipasi masyarakat, peimanfaatan teiknologi informasi, 

akuintabilitas, dan transparansi. Peineilitian teirdahuilui juiga meingguinakan beirbagai 

suibjeik peineilitian yang beirbeida-beida. 

Peineilitian peirtama dilakuikan oleih Puispa dan Praseityo (2020) teintang 

Peingaruih Kompeiteinsi Peimeirintah deisa, Sisteim Peingeindalian Inteirnal dan 

Akseisibilitas Laporan Keiuiangan Teirhadap Akuintabilitas Peingeilolaan Dana Deisa. 

Dalam peineilitian ini, dipilih akuintabilitas peingeilolaan dana deisa seibagai variabeil 

deipeindein, seidangkan variabeil indeipeindeinnya adalah kompeiteinsi peimeirintah deisa, 

sisteim peingeindalian inteirnal, dan akseisibilitas laporan keiuiangan. Peineilitian ini 

meingguinakan sampeil dari 110 reispondein dan hanya teirdapat 77 reispondein yang 

dapat diolah. Hasil dari peineilitian ini meimbuiktikan bahwa kompeiteinsi dan sisteim 

peingeindalian inteirnal beirpeingaruih positif signifikan teirhadap akuintabilitas 

peingeilolaan dana deisa. Seidangkan, akseisibilitas laporan keiuiangan tidak 

beirpeingaruih positif dan tidak signifikan teirhadap akuintabilitas peingeilolaan dana 

deisa.  

Peineilitian keiduia dilakuikan oleih Arfiansyah (2020) teintang Peingaruih Sisteim 

Keiuiangan Deisa dan Sisteim Peingeindalian Inteirn Peimeirintah Teirhadap 

Akuintabilitas Peingeilolaan Dana Deisa. Dalam peineilitian ini dipilih akuintabilitas 

peingeilolaan dana deisa seibagai variabeil deipeindein, seidangkan variabeil 

indeipeindeinnya adalah sisteim keiuiangan deisa, dan peingeindalian inteirn. Peineilitian 

ini meingguinakan sampeil dari 150 deingan meingguinakan teiknik sampling acak. 

Hasil dari peineilitian ini meimbuiktikan bahwa Sisteim Keiuiangan Deisa 

(SISKEiUiDEiS) beirpeingaruih positif signifikan teirhadap akuintabilitas peingeilolaan 

dana deisa, Sisteim Peingeindalian Inteirn Peimeirintah (SPIP) beirpeingaruih positif 

signifikan teirhadap akuintabilitas peingeilolaan dana deisa.  

Peineilitian keitiga dilakuikan oleih Rahayui (2021) teintang Peingaruih 

Kompeiteinsi Peimeirintah Deisa, Partisipasi Masyarakat dan Peimanfaatan Teiknologi 

Informasi Teirhadap Akuintabilitas Peingeilolaan Dana Deisa. Dalam peineilitian ini 

dipilih akuintabilitas peingeilolaan dana deisa seibagai variabeil deipeindein, seidangkan 

variabeil indeipeindeinnya adalah kompeiteinsi peimeirintah deisa, partisipasi 

masyarakat, dan peimanfaatan teiknologi. Peineilitian ini meingguinakan sampeil dari 
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113 reispondein. Hasil dari peineilitian ini meimbuiktikan bahwa kompeiteinsi 

peimeirintah deisa dan partisipasi masyarakat tidak beirpeingaruih positif dan tidak 

signifikan teirhadap akuintabilitas peingeilolaan dana deisa, seidangkan uintuik 

peimanfaatan teiknologi informasi beirpeingaruih positif signifikan teirhadap 

akuintabilitas peingeilolaan dana deisa.  

Peineilitian keieimpat dilakuikan oleih Atiningsih (2019) teintang Peingaruih 

Kompeiteinsi Aparatuir Peingeilolaan Dana Deisa, Partisipasi Masyarakat, dan Sisteim 

Peingeindalian Inteirnal Teirhadap Akuintabilitas Peingeilolaan Dana Deisa. Dalam 

peineilitian ini dipilih akuintabilitas peingeilolaan dana deisa seibagai variabeil 

deipeindein, seidangkan variabeil indeipeindeinnya adalah kompeiteinsi aparatuir deisa, 

partisipasi masyarakat, dan sisteim peingeindalian inteirnal. Hasil dari peineilitian ini 

meimbuiktikan bahwa kompeiteinsi aparatuir deisa, partisipasi masyarakat, dan sisteim 

peingeindalian inteirnal beirpeingaruih positif signifikan teirhadap akuintabilitas 

peingeilolaan dana deisa. 

Peineilitian keilima dilakuikan oleih Adnyana (2022) teintang Peingaruih 

Kompeiteinsi Peirangkat Deisa, Sisteim Peingeindalian Inteirnal dan Partisipasi 

Masyarakat Teirhadap Akuintabilitas Peingeilolaan Dana Deisa Di Keicamatan 

Sideimein Kabu ipatein Karangaseim. Dalam peineilitian ini dipilih akuintabilitas 

peingeilolaan dana deisa seibagai variabeil deipeindein, seidangkan variabeil 

indeipeindeinnya adalah kompeiteinsi peirangkat deisa, sisteim peingeindalian inteirnal, 

dan partisipasi masyarakat. Hasil dari peineilitian ini meinuinjuikkan bahwa 

kompeiteinsi peirangkat deisa, sisteim peingeindalian inteirnal, dan partisipasi 

masyarakat beirpeingaruih positif signifikan teirhadap akuintabilitas peingeilolaan dana 

deisa. 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Peineiliti Juiduil Variabeil Hasil Peineilitian 

1 Dwi Fitri 

Puispa dan 

Riky Aguing 

Peingaruih 

Kompeiteinsi 

Peimeirintah deisa, 

Sisteim 

Deipeindein: 

Akuintabilitas 

Peingeilolaan 

Dana Deisa 

Hasil dari 

peineilitian ini 

meimbuiktikan 

bahwa 
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Praseityo 

(2020) 

Peingeindalian 

Inteirnal dan 

Akseisibilitas 

Laporan 

Keiuiangan 

Teirhadap 

Akuintabilitas 

Peingeilolaan 

Dana Deisa. 

Indeipeindein: 

Kompeiteinsi 

Peimeirintah 

Deisa, Sisteim 

Peingeindalian 

Inteirnal, dan 

Akseisibilitas 

Laporan 

Keiuiangan. 

kompeiteinsi dan 

sisteim 

peingeindalian 

inteirnal 

beirpeingaruih 

positif signifikan 

teirhadap 

aku intabilitas 

peingeilolaan dana 

deisa. Seidangkan, 

akseisibilitas 

laporan 

keiu iangan tidak 

beirpeingaruih 

positif dan tidak 

signifikan 

teirhadap 

aku intabilitas 

peingeilolaan dana 

deisa.  

2 Muifti Arieif 

Arfiansyah 

(2020) 

Peingaruih Sisteim 

Keiuiangan Deisa 

dan Sisteim 

Peingeindalian 

Inteirn 

Peimeirintah 

Teirhadap 

Akuintabilitas 

Peingeilolaan 

Dana Deisa.  

Deipeindein: 

Akuintabilitas 

Peingeilolaan 

Dana Deisa  

Indeipeindein: 

Sisteim 

Keiuiangan Deisa, 

dan 

Peingeindalian 

Inteirn.  

Hasil dari 

peineilitian ini 

meimbuiktikan 

bahwa Sisteim 

Keiu iangan Deisa 

(SISKEiUiDEiS) 

beirpeingaruih 

positif signifikan 

teirhadap 

aku intabilitas 

peingeilolaan dana 
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deisa, Sisteim 

Peingeindalian 

Inteirn 

Peimeirintah 

(SPIP) 

beirpeingaruih 

positif signifikan 

teirhadap 

aku intabilitas 

peingeilolaan dana 

deisa. 

3 Yuiliastuiti 

Rahayui (2021) 

Peingaruih 

Kompeiteinsi 

Peimeirintah Deisa, 

Partisipasi 

Masyarakat dan 

Peimanfaatan 

Teiknologi 

Informasi 

Teirhadap 

Akuintabilitas 

Peingeilolaan 

Dana Deisa. 

Deipeindein: 

Akuintabilitas 

Peingeilolaan 

Dana Deisa 

Indeipeindein: 

Kompeiteinsi 

Peimeirintah 

Deisa, Partisipasi 

Masyarakat, dan 

Peimanfaatan 

Teiknologi  

Hasil dari 

peineilitian ini 

meimbuiktikan 

bahwa 

kompeiteinsi 

peimeirintah deisa 

dan partisipasi 

masyarakat tidak 

beirpeingaruih 

positif dan tidak 

signifikan 

teirhadap 

aku intabilitas 

peingeilolaan dana 

deisa, seidangkan 

uintu ik 

peimanfaatan 

teiknologi 

informasi 

beirpeingaruih 
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positif signifikan 

teirhadap 

aku intabilitas 

peingeilolaan dana 

deisa.  

4 Su ici 

Atiningsih 

(2019) 

Peingaruih 

Kompeiteinsi 

Aparatuir 

Peingeilolaan 

Dana Deisa, 

Partisipasi 

Masyarakat, dan 

Sisteim 

Peingeindalian 

Inteirnal Teirhadap 

Akuintabilitas 

Peingeilolaan 

Dana Deisa.  

Deipeindein: 

Akuintabilitas 

Peingeilolaan 

Dana Deisa  

Indeipeindein: 

Kompeiteinsi 

Aparatuir Deisa, 

Partisipasi 

Masyarakat, dan 

Sisteim 

Peingeindalian 

Inteirnal. 

Hasil dari 

peineilitian ini 

meimbuiktikan 

bahwa 

kompeiteinsi 

aparatuir deisa, 

partisipasi 

masyarakat, dan 

sisteim 

peingeindalian 

inteirnal 

beirpeingaruih 

positif signifikan 

teirhadap 

aku intabilitas 

peingeilolaan dana 

deisa. 

5 I Geidei Puitra 

Adnyana 

(2022) 

Peingaruih 

Kompeiteinsi 

Peirangkat Deisa, 

Sisteim 

Peingeindalian 

Inteirnal dan 

Partisipasi 

Masyarakat. 

Deipeindein: 

Akuintabilitas 

Peingeilolaan 

Dana Deisa 

Indeipeindein:  

Kompeiteinsi 

Peirangkat Deisa, 

Sisteim 

Hasil dari 

peineilitian ini 

meinuinjuikkan 

bahwa 

kompeiteinsi 

peirangkat deisa, 

sisteim 

peingeindalian 
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Peingeindalian 

Inteirnal, dan 

Partisipasi 

Masyarakat. 

inteirnal dan 

partisipasi 

masyarakat 

beirpeingaruih 

positif signifikan 

teirhadap 

aku intabilitas 

peingeilolaan dana 

deisa. 

Suimbeir: Peineilitian Teirdahuilui 

2.7. Pengembangan Hipotesis 

2.7.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

Uintuik meinciptakan dan meimeilihara lingkuingan peingeindalian deingan 

peirilakui positif dan konduisif dalam sisteim, inteigritas dan nilai eitika haruis dijaga 

dan komitmein teirhadap kompeiteinsi haruis dilakuikan. Peirilakui ini meinuinjuikkan 

bagaimana peirangkat deisa meinjalankan fuingsinya. Faktanya, peingeindalian 

beirgantuing pada individui-individui dalam organisasi yang meimbanguin 

lingkuingan peingeindalian yang baik uintuik meincapai tuijuian peimeirintah. 

Oleih kareina itui, peineirapan sisteim peingeindalian inteirnal meimbeirikan 

keiyakinan bahwa peilaksanaan keigiatan di suiatui leimbaga peimeirintah dapat 

meincapai sasaran yang eifeiktif dan eifisiein. Deingan meineirapkan sisteim 

peingeindalian inteirnal, dapat meimpeingaruihi peingambilan keipu ituisan inteirnal 

peimeirintah deisa dan dapat beirdampak pada akuintabilitas peimeirintah deisa. 

Seimakin baik sisteim peingeindalian inteirnal, maka akan seimakin baik puila 

akuintabilitas peingeilolaan dana deisa. Seijalan deingan teiori yang teilah dipaparkan, 

teirdapat peineilitian yang meinduikuing teiori teirseibuit, yaitui peineilitian Puispa dan 

Praseityo (2020), meinuinjuikkan bahwa sisteim peingeindalian inteirnal beirpeingaruih 

positif signifikan teirhadap akuintabilitas peingeilolaan dana deisa. Hal ini, seijalan 

deingan peineilitian yang dilakuikan oleih Atiningsih (2019), makin meimpeirkuiat 

deingan meinuinjuikkan sisteim peingeindalian inteirnal beirpeingaruih positif 
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signifikan teirhadap akuintabilitas peingeilolaan dana deisa. Beirdasarkan teiori yang 

teilah dipaparkan, maka hipoteisis yang diguinakan dalam peineilitian ini diangkat 

beirdasarkan teiori Puispa dan Praseityo (2020) dan Atiningsing (2019) yang 

meinuinjuik arah positif signifikan, maka hipoteisis yang diajuikan adalah: 

H1: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 

2.7.2.  Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

Meinuiruit Isbandi (2007):  

“Partisipasi masyarakat beirarti bahwa anggota masyarakat ikuit seirta dalam 

proseis meingideintifikasi masalah dan keimuingkinan soluisinya, meilakuikan 

uipaya uintuik meingatasi masalah, meimilih dan meimbuiat keipuituisan teintang 

soluisi alteirnatif uintuik meinangani masalah, dan meinilai peiruibahan yang 

teirjadi.” 

Deingan partisipasi masyarakat, tuijuian peimbanguinan dan peimbanguinan 

masyarakat di peideisaan dapat dibantui, teirmasuik akuintabilitas peingeilolaan dana 

deisa. Tidak ada reincana peimeirintah yang beirhasil jika masyarakat deisa tidak 

beirpartisipasi. Seibaliknya, peimbeirdayaan masyarakat deisa dapat dilakuikan 

deingan lancar dan eifeiktif jika masyarakat ikuit seirta dalam keigiatan peireincanaan 

deisa. 

Meinuiruit keiteintuian Uindang-Uindang Nomor 6 Tahuin 2014 Pasal 80, Pasal 

81, dan Pasal 82 teintang Deisa, peilaksana peimbanguinan deisa haru is beikeirja sama 

deingan baik dan seisuiai deingan program peimeirintah deisa saat meireincanakan 

peimbanguinan. Partisipasi masyarakat deisa meimbantui peimeirintah meilihat dan 

meingawasi, teiruitama akuintabilitas peingeilolaan dana deisa dalam peimbanguinan 

yang dilakuikan.  

Deingan adanya partisipasi masyarakat diharapkan mampui meimbatui 

peimeirintahan deisa dalam meingeilola dana deisa, seihingga tidak teirjadinya 

keicuirangan-keicuirangan yang diseibabkan oleih peimeirintah deisa.  Peirlui akan 

adanya peilatihan dan sosialisasi dari peimeirintah deisa keipada masyarakat suipaya 

dapat meimbantui peimeirintah deisa, seihingga masyarakat jadi meingeitahuii cara 

beirpartisipasi ataui meimbantu i peimeirintah deisa. Seijalan deingan teiori yang teilah 

dipaparkan, teirdapat peineilitian yang meinduikuing teiori teirseibuit, yaitui peineilitian 
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Rahayui (2021) yang meinyatakan bahwa partisipasi masyarakat beirpeingaruih 

positif signifikan teirhadap akuintabilitas peingeilolaan dana deisa. Beirdasarkan 

teiori yang teilah dipaparkan, maka hipoteisis yang diguinakan dalam peineilitian ini 

diangkat beirdasarkan teiori Rahayu i (2021) yang meinuinjuik arah positif 

signifikan, maka hipoteisis yang diajuikan adalah: 

H2: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 

2.7.3.  Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

Keimampuian seiseiorang yang dapat diamati, teirmasuik peingeitahuian, 

keiteirampilan, dan sikap, uintuik meinyeileisaikan tuigas deingan baik dan seisuiai 

deingan tuijuian yang diteitapkan diseibu it kompeiteinsi (Rivai, 2011). Keimampuian 

seiseiorang uintuik meimpeirluias peingeitahuian meireika dikeinal seibagai kompeiteinsi. 

Salah satui faktor uitama yang dapat meimeingaruihi kreidibilitas peingeilolaan dana 

deisa adalah keimampuian peirangkat deisa, khuisuisnya keipala deisa. Namuin, deisa 

tidak meimiliki suimbeir daya manuisia yang meimadai; banyak dari peirangkat yang 

dipilih tidak meimiliki peingeitahuian aku intansi ataui keiuiangan, dan meireika masih 

kuirang meimahami. Hal ini dapat meinjadi masalah beisar dalam transparansi, 

akuintabilitas keiuiangan, dan peilaporan keiuiangan deisa. Jika aparat deisa tahui 

bagaimana meingeilola dana meireika, meireika dapat meiningkatkan kineirja 

peirangkat deisa itui seindiri. Namuin, jika peimahaman meireika teintang bagaimana 

deisa beirfuingsi masih sangat reindah. Probleim-probleim seipeirti peinyalahguinaan 

dan peinyeileiweingan tidak dapat diseileisaikan dan akan teiruis muincuil. 

Uintuik meimastikan peingeilolaan keiuiangan deisa yang eifeiktif, dipeirluikan 

suimbeir daya manuisia yang teirampil dan beirkuialitas. Oleih kareina itui, peinting 

bagi peirangkat deisa uintuik meimiliki latar beilakang peindidikan yang meimadai 

seirta meingikuiti peilatihan ataui peindidikan di bidang keiuiangan. Hal ini akan 

meimastikan bahwa akuintabilitas peingeilolaan dana deisa teirjaga deingan baik. 

Prinsip steiwardship juiga haruis dipeigang teiguih oleih aparat deisa yang beirtuigas 

seibagai peilayan masyarakat. Meireika haruis meimastikan bahwa keipuituisan 

peingguinaan dana deisa diambil deingan ceirmat dan beirdasarkan keipeintingan 
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masyarakat. Deingan deimikian, peilayanan teirbaik dapat dibeirikan dan tuigas 

peilayanan masyarakat dapat teirpeinuihi deingan baik. Seijalan deingan teiori yang 

teilah dipaparkan, teirdapat peineilitian yang meinduikuing teiori teirseibuit, yaitui 

peineilitian Puispa dan Praseityo (2020) meinuinuikan kompeiteinsi peimeirintah deisa 

beirpeingaruih positif signifikan teirhadap akuintabilitas peingeilolaan dana deisa. Hal 

ini makin dipeirkuiat deingan peineilitian Rahayui (2021) yang meinuinjuikkan 

kompeiteinsi peimeirintah deisa beirpeingaruih positif signifikan teirhadap 

akuintabilitas peingeilolaan dana deisa. Beirdasarkan teiori yang teilah dipaparkan, 

maka hipoteisis yang diguinakan dalam peineilitian ini diangkat beirdasarkan teiori 

Puispa dan Praseityo (2020) dan Rahayui (2021) yang meinuinju ik arah positif 

signifikan, maka hipoteisis yang diajuikan adalah: 

H3: Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh positif signifikan terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


